BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 122 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN
PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK '

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

a. bahwa Dberdasarkan Surat Edaran Nomor : SE-

28

08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Siak;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);



10.

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5698);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara,



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI SIAK NOMOR 122 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 122) di
ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kkesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah,
Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Sekretaris KORPRI,
Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.

6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Siak.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
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Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil
untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai
Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada
Pemerintah Kabupaten Siak untuk menjalankan Program dan Kegiatan
dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak.

Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kabupaten Siak.

Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara yang menjalankan
fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsinya dan tugas
pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara atau pejabat publik
lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara
Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan
Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang
lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku
jabatannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat
LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/bentuk lainnya tentang
uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi,
termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.

Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten Siak adalah pejabat di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Siak yang wajib mengisi dan menyampaikan
LHKPN.

Pendaftaran adalah Mekanisme Penyampaian dan Penerimaan Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengumuman  adalah  Pemberitahuan Laporan Harta  Kekayaan
Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada publik atas
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah disampaikan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media elektronik atau non
elektronik.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan,
kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang
dicantumkan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



(1)

Pasal 4

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang
wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

Bupati Siak;

Wakil Bupati Siak;

Pejabat Eselon II dan yang disamakan;

Pejabat Eselon Il dan yang disamakan,;

Auditor dan P2UPD;

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan

g. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran.

O A0 T

Nama-nama Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;

b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
pengangkatan  pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan
sebagai Penyelenggara Negara.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan
LHKPN, dijatuhkan hukuman disiplin berupa :

a.

b.

apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama tidak menyampaikan LHKPN
dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;

apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan kedua tidak menyampaikan LHKPN
dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang;

apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan ketiga tidak menyampaikan LHKPN
dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat.

Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VII A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20 A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 A

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 20
terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

a.

diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-
masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;



b. jika sampai 3 (tiga) bulan pertama tidak menyampaikan LHKPN maka
kepada wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pasal 20 tersebut dijatuhkan
hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf a;

c. jika sampai 3 (tiga) bulan kedua tidak menyampaikan LHKPN maka kepada

wajib LHKPN dijatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 20
huruf b;

d. jika sampai 3 (tiga) bulan ketiga tidak menyampaikan LHKPN maka kepada
wajib LHKPN dijatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 20
huruf c.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9~ Februari 2018

{] BUPATI SIAK,
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Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, j(
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BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 31



